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BAB V  

PENUTUP 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang Standardisasi Waktu Uji di Pengujian 

Berkala Kendaraan Bermotor (Studi Kasus: Di UPUBKB Kota Bogor, UPUBKB 

Kabupaten Bogor, UPT. PRASTEKHUB PKB Kota Tangerang, dan UPPKB 

Pulogadung) diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil analisis data menggunakan pengolahan data statistik terdapat 

perbedaan rata-rata waktu uji yang tiap pengujian berkala kendaraan 

bermotor. Perbedaan tersebut disebabkan tidak dilakukannya seluruh 

rangkaian kegiatan menguji dan memeriksa komponen-komponen 

kendaraan bermotor, sehingga setiap pengujian berkala kendaraan 

bermotor memiliki waktu yang berbeda dan tidak pasti. Berdasarkan 

hasil analisis data diperoleh waktu sebesar:  

a. UPUBKB Kota Bogor 332 detik atau 5 menit 32 detik 

b. UPUBKB Kabupaten Bogor 285 detik atau 4 menit 45 detik  

c. UPT. PRASTEKHUB PKB Kota Tangerang 500 detik atau 8 menit 20 

detik, dan  

d. UPPKB Pulogadung 556 detik atau 9 menit 16 detik untuk 

kendaraan konvensional dan 2185 detik atau 36 menit 25 detik 

untuk kendaraan listrik. 

2. Hasil perhitungan waktu standar menggunakan rating factor 

didapatkan waktu standar pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan 

konvensional adalah 249 detik, standar waktu pengujian laik jalan 

kendaraan konvensional adalah 279 detik, waktu standar pemeriksaan 

persyaratan teknis kendaraan listrik adalah 2816 detik, dan waktu 

standar pengujian laik jalan kendaraan listrik adalah 318 detik. 

3. Hasil observasi yang dilakukan peneliti adalah mengamati proses 

pengujian berkala kendaraan bermotor dan menghitung waktu satu 

unit kendaraan bermotor melakukan uji berkala. Hasil observasi 

tersebut didapatkan tidak maksimalnya waktu uji berkala kendaraan 

bermotor karena tidak semua kegiatan pengujian berkala kendaraan 
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bermotor dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur. 

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya waktu uji 

berkala adalah intensitas kendaraan bermotor wajib uji, keahlian 

penguji, dan pengoperasian alat uji.  

V.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini tentang Standardisasi Waktu Uji 

di Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Studi Kasus: Di UPUBKB Kota 

Bogor, UPUBKB Kabupaten Bogor, UPT. PRASTEKHUB PKB Kota Tangerang, 

dan UPPKB Pulogadung), maka saran yang diberikan untuk 

menyempurnakan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil analisis data menggunakan pengolahan data statistik terdapat 

perbedaan rata-rata waktu uji tiap pengujian berkala kendaraan 

bermotor. Perbedaan tersebut disebabkan tidak dilakukannya seluruh 

rangkaian kegiatan menguji dan memeriksa komponen-komponen 

kendaraan bermotor, sehingga setiap pengujian berkala kendaraan 

bermotor memiliki waktu yang berbeda dan tidak pasti. Maka setiap 

pengujian harus melakukan evaluasi terkait tata cara dalam melakukan 

pemeriksaan persyaratan teknis dan penggunaan alat uji sehingga 

waktu yang dihasilkan setiap pengujian berkala kendaraan bermotor 

sama. 

2. Hasil perhitungan waktu standar menggunakan rating factor bisa 

dijadikan sebagai kajian akademis sebagai pedoman waktu uji pada 

pengujian berkala kendaraan bermotor. 

3. Setelah dilakukan penelitian terhadap waktu uji berkala kendaraan 

bermotor dan didapatkan tidak maksimalnya waktu uji berkala 

kendaraan bermotor karena tidak semua kegiatan pengujian berkala 

kendaraan bermotor dilaksanakan sesuai dengan standar operasional 

prosedur. Maka setiap pengujian berkala kendaraan bermotor harus 

melaksanakan standar operasional prosedur  dengan baik dan benar 

sehingga didapatkan waktu yang pasti. 
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